BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWES] BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 333TAHUN 2024
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

DAN/ATAU INVESTOR

BUPATI MAMUJU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 tahun
2023 tentang Pemberian Insentif dan Pemberan
Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor, perlu
menetapkan  Keputusan Bupati tentang Standar
Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Insentif
dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat
dan/atau Investor;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah tingkat Il di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4422) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6330);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

3 Peraturan Daerah Asbupaten Mamu-u Nomor ~ Tahun
2023 teniang remberan Insent! darn Pembenan
Kemudahan hepaca Masyamakat dan  nvestor
{Lembaran Daerah xabupaten Mamuju Tahun 2023
Nomor 7. Tambahan Lembaran Daerah hadupaien
Mamu;u Nomor 3.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuru Nomor 11 Tahun
2023 tentang Arggaran Pendapatan dan Beiana Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Aabupaten
Mamgju Tahun 2023 Nesor 11k

. Peraturan Bupaun Mamuju Nomor 31 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Perdapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 |Benta Daemh

-]

Kabupaten Mamuju Tahun 2023
Nomor 31).
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELARSANAAN PEMBERIAN
INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN AEPADA
MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan
Pemberian Insentif dan/atau Pembenan Kemudahan
kepada Masyarakat dan/atau Investor, sebagaimana
tercantum dalam lampiran yvang merupakan bagian tndak
terpisahkan dengan Keputusan ini;

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan Pedoman dalam
pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
kepada Masyarakat dan/atau Investor;

Segala Biaya vang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan
ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024
sebagimana tertuang dalam DPA Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju
Tahun Anggaran 2024,

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan.

Di tetapkan di Mamuju




TEMBUSAN : Kepada Yth.

8
2.

3.

. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.

Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mamuju di Mamuju.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUIU
NOMOR :quHUN 2024
TANGGAL : Z. prer :.ozq

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR
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